BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal
52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1

.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sruktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat

Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN KECAMATAN
DAN KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang
bersifat kewilayahan berbentuk Kecamatan dengan susunan
sebagai berikut :

a. Kecamatan Kandangan;

b. Kecamatan Sungai Raya;
Kecamatan Simpur;

. Kecamatan Kalumpang;
Kecamatan Angkinang;
Kecamatan Telaga Langsat;
Kecamatan Padang Batung;

5ROt o0

. Kecamatan Loksado;

=

Kecamatan Daha Utara;
Kecamatan Daha Selatan; dan

e

. Kecamatan Daha Barat.

Pasal 3

Kecamatan Kandangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a
terdiri dari :

a. Kelurahan Kandangan Kota;
b. Kelurahan Kandangan Utara;
c. Kelurahan Kandangan Barat;

d. Kelurahan Jambu Hilir.

BAB III
TIPELOGI KECAMATAN
Pasal 4

(1) Kecamatan Kandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a merupakan Kecamatan Tipe A.

(2) Kecamatan Sungai Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan Kecamatan Tipe A

(3) Kecamatan Simpur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf ¢ merupakan Kecamatan Tipe A.

(4) Kecamatan Kalumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d merupakan Kecamatan Tipe A.

(5) Kecamatan Angkinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e merupakan Kecamatan Tipe A.

(6) Kecamatan Telaga Langsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf f merupakan Kecamatan Tipe A.

(7) Kecamatan Padang Batung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf g merupakan Kecamatan Tipe A.
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(8) Kecamatan Loksado sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf h merupakan Kecamatan Tipe A.

(9) Kecamatan Daha Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf i merupakan Kecamatan Tipe A.

(10)Kecamatan Daha Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf i merupakan Kecamatan Tipe A.

(11)Kecamatan Daha Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf i merupakan Kecamatan Tipe A.

Pasal 5

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan, Kelurahan dan unit
kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 7

Besaran dan susunan organisasi Kecamatan ditetapkan dengan
memperhatikan azas :

a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b. efisiensi;

c. efektivitas;

d. pembagian habis tugas;

e. rentang kendali;

f. tata kerja yang jelas;dan

g. fleksibilitas.
BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan dan Kelurahan diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada
tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai
dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 10

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai
tahun 2017.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi kecamatan
dan kelurahan wajib mendasarkan dan menyesuaikan
pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (156/2016)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari
unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi
dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas
Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang Kkhusus
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada
Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang
bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan
dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Bersadarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa perangkat daerah
Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas Badan dan Kecamatan. Sebagai bagian dari perangkat
daerah, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) pembentukan susunan
kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkat dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Kelurahan merupakan
perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan
sebagian tugas camat. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kelurahan dibentuk
dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan memperhatikan kebutuhan
dan kemampuan daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Susunan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas



Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah
hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “intensitas  Urusan
Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah
dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume
beban tugas untuk melaksanakan suatu  Urusan
Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung
dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas @ “efektivitas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada
tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat
Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang
dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah
penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja
pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan
pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit
kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja
yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung
tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan.

Cukup jelas



Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13



	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
	ACHMAD FIKRY

